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ABSTRAK

Meningkatnya penggunaan bukti ilmiah (scientific evidence) dalam perkara
tindak pidana korupsi mencerminkan kompleksitas kejahatan modemn scrta
perkembangan ilmu pengetahuan dan tcknologi. Namun demikian, hukum acara
pidana Indonesia belum mengakui bukti ilmiah sebagai alat bukti yang berdiri
sendiri, schingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam
praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan
bukti ilmiah dalam pembuktian tindak pidana korupsi serta merumuskan konstruksi
pengaturannya yang menjamin kepastian hukum, Metode penclitian yang digunakan
adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum dianalisis melalui kajian
terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta praktik pembuktian di
beberapa yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan kerangka
normatif yang jelas menyebabkan bukti ilmiah kerap diposisikan secara subordinat
di bawah keterangan ahli atau alat bukti surat, sehingga melemahkan konsistensi
putusan, keadilan prosedural, dan perlindungan hak terdakwa. Penelitian ini
menemukan bahwa bukti ilmiah perlu dikonstruksikan sebagai alat bukti mandiri
yang tunduk pada standar admisibilitas yang terukur, meliputi uji keandalan
metodologis, chain of custody, akreditasi ahli dan laboratorium forensik, serta peran
aktif hakim sebagai gatekeeper. Konstruksi tersebut diharapkan mampu
meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas pembuktian perkara korupsi, sekaligus
menyelaraskan hukum acara pidana Indonesia dengan prinsip kepastian hukum, due
process of law dan praktik terbaik internasional.

Kata kunci: Bukti ilmiah, tindak pidana korupsi, kepastian hukum, due process of
law ;

viii



ABSTRACT

The increasing use of scientific evidence in corruption cases reflects the
complexity of modern crime as well as advancements in science and technology.
However, Indonesian criminal procedure law has not yet recognized scientific
evidence as an independent means of proof, leading to legal uncertainty and
inconsistency in judicial practice. This research aims to analyze the urgency of
regulating scientific evidence in proving corruption offenses and to formulate its
regulatory construction to ensure legal certainty. The research method used is
normative legal research with a legislative, conceptual, and comparative legal
approach. Legal materials were analyzed thru a study of legislation, doctrine, and
evidentiary practices in several jurisdictions. The research findings indicate that the
absence of a clear normative framework often leads to scientific evidence being
subordinated to expert testimony or documentary evidence, thereby weakening the
consistency of decisions, procedural fairness, and the protection of the defendant's
rights. This research found that scientific evidence needs to be constructed as an
independent tool of proof subject to measurable admissibility standards, including
tests of methodological reliability, chain of custody, accreditation of experts and
Jorensic laboratories, and the active role of judges as gatekeepers. This construction
is expected to enhance the objectivity and accountability of proving corruption
cases, while also aligning Indonesian criminal procedure law with the principles of
legal certainty, due process of law and international best practices.

Keywords: Scientific evidence, corruption crimes, legal certainty, due process of law
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